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ABSTRACT

Marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming a family (household) a happy eternal based on God. Married according to its original meaning is sexual intercourse but by the meaning mazasi (mathaporic) or legal sense is contract (agreement) which justify the marital sexual relationship as between a man and a woman.


Of the many benefits of marriage contained therein, it is encouraging more people to carry out the marriage which is also called as worship, but before implementing it 's own marriage in the society of the young couple usually establish love in a relationship of lovers, they mutually bind themselves by promises appointments, including to build a household. Promise of marriage were spoken of couples who are dating is usually only orally and in the absence of written evidence, if one of the parties deny it, it will be difficult to hold him accountable. Broken promise spoken by the male to the female, it is certainly very harmful for women.


In Article 29 of Law No. 1 of 1974 regulates mating promise or promises made between the bride and groom prior to or at the time the marriage took place. One party reneges on the promise of marriage that has been made ​​will harm other parties who have committed themselves to the marriage promise broken by works done by one of the parties is an unlawful act that causes harm to the other party, as provided in Article 1365 of the Civil Code.


Mating the broken promise made ​​is a tort, but when the promise was denied prior to the announcement of the marriage, according to Article 58 of the Civil Code, the promise of marriage does not have any legal effect. However, if the promise of marriage was followed by the announcement of the implementation of the marriage, then the marriage can be prosecuted broken promises upfront judge, for not fulfilling the promise of marriage as a violation of religious norms and morality in society. The need for regulation of broken promises mating in the Act No. 1 of 1974 on Marriage as laws governing marriage nationally and be a reference for the various groups in society because of broken promises mating arrangements in Article 58 of the Civil Code does not provide legal protection for women, thus providing an opportunity for men who do not abuse it for good purposes.
BAB I PENDAHULUAN
A.
Alasan Pemilihan Judul
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut arti mazasi (mathaporic) atau arti hukumnya ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Tuhan dan melakukannya merupakan ibadah.
Dari sebuah perkawinan terkandung banyak manfaat didalamnya, hal tersebut mendorong banyak orang untuk melaksanakan perkawinan yang juga disebut sebagai ibadah, tetapi sebelum melaksanakan perkawinan itu sendiri dalam masyarakat para muda mudi biasanya menjalin kasih dalam suatu hubungan sepasang kekasih ini, mereka saling mengikatkan diri dengan janji-janji, diantaranya untuk membangun mahligai rumah tangga. Janji kawin yang tercucap dari pasangan yang sedang pacaran ini biasanya hanya secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis, jika salah satu pihak mengingkarinya, maka akan sulit meminta pertanggungjawabannya. Ingkar janji yang diucapkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, hal ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin itu dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kenyataan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapat penyelesaian melalui jalur hukum. Aparat hukum selalu beranggapan bahwa kasus ingkar janji merupakan akses dari suatu hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak layak dikriminalisasi.
Berkaitan dengan ingkar janji kawin, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terdapat satu pasal yang mengatur tentang janji kawin, yaitu dalam Pasal 29 yang berbunyi :
“(1)
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)
Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3)
Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4)
Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.
Akibat terjadinya ingkar janji kawin, pihak perempuan dapat menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu perempuan, sebagai pihak yang dirugikan merasa perlu untuk memperoleh haknya, yaitu menuntut ganti rugi, tetapi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penuntutan tidak dapat dilakukan karena janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak akan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut .“
Bahwa janji kawin pada dasarnya tidak dapat dituntut dimuka hakim, akan tetapi apabila hal itu dikatakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian, sudah tentu wajib dituntut ganti kerugian. Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik antara keterkaitan perbuatan janji kawin pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam skripsi yang berjudul : “PELANGGARAN JANJI KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.
B.
Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Apakah semua janji kawin yang tidak dipenuhi merupakan perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah akibatnya janji kawin yang tidak dipenuhi menjadi dasar perbuatan melawan hukum ?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan dan memahami apakah semua janji kawin yang tidak dipenuhi merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria janji kawin dalam KUH Perdata yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
Adapun kegunaan penenlitian ini adalah :
1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya permasalahan baru tentang masalah apakah semua janji kawin yang tidak dipenuhi merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat mengenai kriteria janji kawin menurut hukum perdata serta akibatnya, jika janji kawin itu tidak dipenuhi.
D.
Metode dan Teknik Penelitian
Untuk memperoleh data–data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penenlitian sebagai berikut :
1. Yuridis Sosiologis (Empiris)
Penelitian empiris yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan tidak adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, penelitian deskriptif ini ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yang meliputi pengumpulan data, penyusunan data, analisa serta interprestasi tentang arti data tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa  sekarang, yaitu masalah yang aktual.
b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.
Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan yang menjadi obyek penelitian, dimana penulis akan menggambarkan peran dan kinerja para praktisi hukum dan para pengambil keputusan, selain itu penenlitian ini digunakan agar penulis benar-benar dapat memahami permasalahan yang sebenar-benarnya, sehingga memperoleh kemudahan dalam pembuktian dan pemecahan maksimal terhadap masalah yang terjadi.
2.
Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Data yang digunakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari prilaku muda-mudi dimasyarakat melalui penelitian dan pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku dan hasil penenlitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :
1. Data Primer
Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lapangan yang menjadi obyek penelitian. Data ini merupakan hasil wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, kaum muda-mudi dan masyarakat lain pada umumnya.
2. Data Sekunder
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, Undang-Undang (Yuridis Normatif) dan beberapa tulisan dari para sarjana serta dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
3.
Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Dalam pengumpulan data primer ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya  jawab terhadap pihak yang terkait langsung atau tanya jawab langsung dengan responden.
2. 
Metode Obsevasi
Obsevarsi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistimatis mengenai fenomena yang terjadi, yang kemudian dicatat secara sistematis.
b.
Data Sekunder
Metode ini digunakan dengan studi kepustakaan yaitu dengan jalan  membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hal yang berhubungan dengan judul yang dibahas, data sekunder ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian lapangan dan sebagai landasan dalam rangka merumuskan masalah.
4.
Teknik Analisa Data
Analisa data adalah sesuatu yang penting dalam penelitian guna mencapai hasil yang diharapkan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditentukan jenis analisanya. Tujuan dari pengelolaan dan penentuan cara analisa ini adalah agar nantinya data yang telah dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya keabsahannya. Analisa data ini adalah suatu proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatau pola kategori dan satu uraian dasar.
Seperti yang telah diuraikan diatas, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, oleh karena itu maka analisa yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang diperoleh dari rekaman pengamatan, wawancara atau bahan tertulis lainnya. Dalam kaitannya dengan analisa kualitatif yang digunakan, model analisa kualitatif adalah model interaktif, dimana pengumpulan data diperoleh dengan berbagai macam cara, yaitu wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Data itu kemudian diproses dalam tiga alur dimana masing-masing alur mempunyai pengertian dan ciri tersendiri,  yaitu :
a. Mereduksi  Data
Merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transportasi data “kasar“ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan eksekusi data berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan akhirnya mengorganisasikan data tersebut.
b. Penyajian Data
Merupakan pengujian data, yang mana merupakan dari sekumpulan informasi yang tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang telah disederhanakan, selektif dan konfigurasi, yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan suatu kesimpulan.
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Istilah perkawinan sendiri tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, akan tetapi bisa diambil kesimpulan bahwa “asas perkawinan” itu adalah kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri. Sementara itu dalam KUH Perdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam suatu pasal. Namun bisa disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan, seperti yang termuat dalam Pasal 26 KUH Perdata yang berbunyi : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata“. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut menganut sistem terbuka. Jadi, dengan demikian siapa saja boleh melakukan atau melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Yang dimaksudkan dengan hubungan perdata disini, yaitu sebagai pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Persyaratan sahnya suatu perkawinan diatur dalam hukum perdata
, perkawinan dalam hukum perdata juga menganut asas monogami, hal ini termuat dalam KUH Perdata Pasal 27 yang berbunyi : “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”.
Begitu juga seperti yang dikemukan oleh Wiryono Projodikoro bahwa : “Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik-menarik satu sama lain untuk hidup bersama“. Hidup bersama ini sebagai bagian dari anggota lain dari masyarakat, akibat lebih jauh ialah kalau kemudian mereka mempunyai anak, dengan anak itu mereka merupakan keluarga sendiri, dalam artian mereka menjadi masyarakat kecil yang disebut keluarga. Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari hidup bersama inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat untuk peresmian, pelaksanaan kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.
Dengan ini teranglah bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang ada di tiap-tiap negara, yang berlaku untuk mengatur tentang hidup bersama tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian, asalkan ada kehendak yang sesuai antara seorang pria dan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan, yang menghendaki suatu perkawinan berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
 Hal ini bisa dibahas lebih lanjut dari perkawinan yang dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang mana dalam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini seperti di dalam KUH Perdata. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub pada Pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluraga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Hal ini berbeda dengan pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan KUH Perdata yang tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan, hanya memberikan pengertian perkawinan dalam hubungan keperdataan saja. Sedangkan pengertian yang lain menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah “pernikahan”, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaadhan ghilidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa orang sarjana, yaitu :
a. Soebekti,perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.
b. Ali Affandi, Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.
c. Paul Sholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal.
d. Wiryono Projodikoro,Suatu hidup bersama dari seorang pria dan wanita, yang telah memenuhi syarat dalam hukum perkawinan.
e. Sudirma Kartosowiryo, Perkawinan adalah suatu hubungan seorang pria dan wanita yang bersifat abadi.
f. Wantjik Saleh,Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
Dari uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah : Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah : Hukum yang mengatur mengenai syarat dan cara melangsungkan perkawinan tersebut, beserta akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada Sila yang Pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga hubungan hukum dengan agama dan kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani juga mempunyai unsur rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting. 

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 maksudnya adalah :
a. Ikatan lahir batin. Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal tersebut disebut hubugan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak atau tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja. Ikatan batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir saja tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.
b. Antara seorang pria dan seorang wanita.Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Disini terkandung asas monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.
c. Sebagai suami istri.Ikatan antara seorang pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mempunyai 2 (dua) syarat, yang mana perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, begitu juga setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Disini tercermin prinsip perkawinan yang dimana perkawinan pada asasnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan tidak dapat putus oleh sebab-sebab lain. Undang-Undang Perkawinan mengakui putusnya perkawinan karena perceraian dalam hal tertentu, dimana suami istri tidak dapat diharapkan lagi akan hidup secara rukun dan damai. Berpangkal tolak dari kekalnya perkawinan ini, maka perceraian harus dipandang sebagai pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga unsur batin atau rohani, dan juga mempunyai peranan yang penting. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan antara seorang pria dan wanita menurut agama yang dianut, dapat dikatakan perkawinan sama dengan perikatan.
 Kedua mampelai disini dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum perikatan kedua mampelai. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang wanita  saja atau hanya 2 (dua) orang pria saja. Demikian juga tidak merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Bukan pula dinamakan perkawinan jika tujuannya tidak ada ikatan lahir batin dan tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari rumusan tersebut diatas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut :
1. Suatu perkawinan supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang  bersangkutan dan telah mendapatkan ijin dari istri sebelumnya.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai dan berasaskan untuk kehidupan yang berlangsung bahagia kekal dan abadi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material seperti yang diharapkan oleh kedua mempelai.
B.
Pengertian dan Dasar Hukum Janji Kawin Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan pertemanan yang dilanjutkan ke jalinan asmara hingga berpacaran, mereka biasanya membuat janji yang mengatakan bahwa mereka akan saling setia dan menyayangi sebagai pasangan kekasih. Dalam hubungan berpacaran diantara sepasang kekasih seringkali terucap janji dari pihak pria kepada pihak wanita untuk membangun mahligai rumah tangga. Janji kawin ini biasanya hanya secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis. Jika pihak yang berjanji mengingkarinya, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Sehingga keadaan ini sangat merugikan bagi pihak perempuan. Pada suatu saat dimana pihak pria ingkar janji dan tidak jadi mengawini pihak perempuan, menurut KUH Perdata janji kawin diatur dalam Pasal 58 KUH Perdata yang berbunyi :
“Janji untuk kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu; semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.
Tuntutan ini kadaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”
Dalam Pasal 58 KUH Perdata tersebut pada alinea pertama, dikatakan bahwan janji kawin tidak dapat menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan di muka hakim, penggantian kerugian akibat dari batalnya janji kawin yang tidak jadi dilaksanakan oleh pasangan. Akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta seseorang yang mengingkari janji kawin tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Apabila kita lihat alinea kedua, dikatakan bahwa jika janji kawin tersebut telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka janji kawin dapat dituntut pertanggungjawabannya dimuka pengadilan untuk menunutut ganti kerugian yang ditimbulkan oleh janji kawin tersebut, dengan ketentuan batas waktu selama 18 bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada pengaturan tentang janji kawin, sedangkan menurut hukum islam janji kawin merupakan akad yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian apapun, dan menurut Pasal 58 KUH Perdata, janji kawin tidak memliki akibat hukum apapun sehingga tidak dapat menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim, salah satunya tidak dapat menuntut ganti kerugian akibat dari janji kawin yang telah diucapkan. Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya sebuah perkawinan dan tidak dapat pula menunutut untuk penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan kepadanya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal, seperti yang termuat dalam Pasal 58 KUH Perdata. Pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau  walinya, oleh Undang-Undang diadakan pengecualiannya, yaitu menurut Pasal 151 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Anak dibawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam perbuatan perjanjian itu, anak yang masih dibawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.
Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.”
 Yang mana maksud dari Pasal 151 KUH Perdata itu adalah dimana seorang anak yang belum dewasa yang memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian kawin asalkan ia “dibantu“ oleh orang tua atau orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan itu berlangsung. Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak pendaftarannya di kepeniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana pernikahan itu telah dilangsungkan. Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, perjanjian kawin yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dengan cara bagaimana pun juga tidak boleh dirubah, kecuali denga persetujuan para pihak dan perubahan atas perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
Di dalam ketentuan Pasal 139 dan 142 KUH Perdata juga mengatur mengenai hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu :
a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;
b. Tidak boleh melanggar kekuasan suami sebagai kepala rumah tangga dalam perkawinan;
c. Tidak boleh melanggar hak kekuasan orang tua;
d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada suami atau istri yang hidup terlama;
e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala  rumah  tangga;
f. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme potie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya;
g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya; dan
h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar  negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.
Janji kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Perjanjian Perkawinan“, jadi dalam istilah ini pengertiannya lebih lengkap dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Janji kawin atau perjanjian perkawinan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29, yang berbunyi :
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsungnya perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan persetujuan tidak merugikan pihak ketiga.
Melihat pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan secara tertulis dan disahkan dengan bukti otentik dari notaris, yang dapat dinyatakan berlaku bagi kedua belah pihak. Hal ini berbeda sekali kalau perjanjian kawin hanya dilakukan dengan ucapan yang dilakukan oleh seorang pria kepada wanita bahwa ia berjanji akan mengawini.
Jadi jika perbuatan itu merupakan sebuah perjanjian perkawinan maka perlu diperkuat dengan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, karena jika perjanjian kawin atau janji kawin itu hanya diucapkan secara lisan saja, perjanjian kawin tersebut akan sulit untuk dibuktikan dimata hukum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur hanya perjanjian perkawinan sebagai suatu persetujuan bersama bagi calon pasangan suami istri yang dibuat dan dicatatkan kepada penitera Pengadilan Negeri sebelum melangsungkan pernikahan. 
C.
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut merugikan hak-hak orang lain, dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini diatur dalam perspektif hukum perdata. Hal ini termuat seperti dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
Dilihat dari bunyi pasal tersebut, perbuatan yang dilakukan dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan orang yang menimbulkan kerugian tersebut wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Dalam perbuatan melawan hukum ada syarat atau kriteria yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Berikut ini syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh perbuatan tersebut, antara lain :
1. Perbuatan melawan hukum sebagai pebuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku sendiri, yang mana kewajibannya telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini perkataan melawan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan melawan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang.
2. Perbuatan yang mempunyai kesalahan. Syarat kesalahan itu harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi obyektif yang dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pengertian dari sisi subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa si pelaku berdasarkan keahliannya yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. 

Delik sebagai suatu perbuatan atau aduan terhadap seseorang agar dapat dikenai suatu tanggungjawab atau hukuman, perbuatan melawan hukum yang menjadi unsur perbuatan pidana, pada umumnya harus dinyatakan atau disebut dengan nyata-nyata, hal ini digunalan untuk pembuktian, bahwa perbuatan tersebut benar-benar perbuatan melawan hukum.
Perbuatan atau delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu :
1. Unsur  Subyektif
Pada unsur ini berkaiatan dengan hukum pidana yang diartikan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan“. Kesalahan yang dimaksud disini kesengajaan atau kealpaan.
2. Unsur  Obyektif
Pada unsur perbuatan berupa perbuatan aktif (perbuatan menghilangkan, merusak, dan membahayakan orang lain) dan perbuatan tidak aktif (membiarkan, mengingkari atau melupakan  janji 
). Perbuatan melawan hukum yang terdiri dari unsur subyektif dan obyektif tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar undang-undang atau hukum tersebut dapat dikatakan telah melanggar atau telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Perbuatan ingkar janji dalam janji kawin yang telah diucapkan terhadap pasangannnya, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar norma adat dan kesusilaan dalam masyarakat pada umumnya.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Janji Kawin yang Tidak Dipenuhi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum
Janji yang terucap dari pihak pria kepada pihak wanita, bahwa pihak dari pria berjanji akan membangun mahligai rumah tangga. Memang janji kawin ini biasanya hanya secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Jika pihak yang berjanji mengingkarinya, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawabannya, sehingga keadaan ini akan menjadi sangat merugikan bagi pihak perempuan. Melihat peraturan perundang-undanganan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai ingkar janji kawin memang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan menurut Hukum Islam, ingkar janji kawin ini dapat dihubungkan dengan ingkar janji pada umumnya, dan menurut KUH Perdata ingkar janji kawin diatur dalam Pasal 58 KUH Perdata. Hal ini kontraversi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diamana tidak ada pengaturan secara jelas dan tegas mengenai ingkar janji kawin tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam, janji kawin merupakan akad yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak yang telah melakukan janji kawin tersebut, sehingga janji kawin tersebut tidak dapat menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim, yang mana salah satunya adalah pihak yang dirugikan oleh janji kawin tersebut tidak dapat menuntut ganti kerugian yang dideritanya akibat janji kawin tersebut.
Akan tetapi dari kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini, banyak yang tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Begitu juga dari pihak penegak hukum, apabila ada kasus atau pengaduan adanya ingkar janji kawin, para penegak hukum selalu beranggapan bahwa kasus ingkar janji merupakan akses dari suatu hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak layak dikriminalisasikan atau ingkar janji kawin hanyalah perbuatan yang dilakukan tanpa merugikan pihak lain, yang dimana perbuatan tersebut hanya dianggap perbuatan ingkar janji biasa saja dan apabila ingin dibuktikan secara hukum sangat sulit bahkan tidak dapat dibuktikan, karena janji kawin yang disepakati para pihak tersebut hanya disampaikan secara lisan saja. Kita dapat melihat dari bunyi Pasal 58 KUH Perdata, sudah  diatur  bahwa:
“Janji untuk kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu; semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.
Tuntutan ini kadaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

Dalam waktu tersebut kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha tidak boleh diperhitungkan. Tuntutan pertanggungjawbaban itu boleh dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Masa tuntutan akan pertanggungjawaban ini dibatasi waktu selama delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu. Nyata sudah bahwa janji kawin tidak dapat dilakukan penuntutan kepada pelaku yang mengingkari janji kawin, baik  itu dari pihak pria maupun wanita tidak bisa menuntut akibat dari ingkar janji kawin yang dilakukan atau janji kawin yang dibatalkan oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini perlu dipahami lebih lanjut dari Pasal 58 tersebut, jika janji kawin telah sampai pada tingkat yang lebih lanjut yaitu dengan adanya pemberitahuan perkawinan. Pemberitahuan bahwa pihak pria akan melaksanakan perkawinan dengan pihak wanita dengan diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu menjadi dasar untuk dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, berdasarkan kerugian yang nyata diderita oleh salah satu pihak atas barang-barang sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain.
Menurut ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 58 KUH Perdata meumuskan tiga hal, yaitu :
1. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim, untuk dilangsungkan perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji kawin tersebut. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal, dengan demikian tidak ada ganti rugi kepada salah satu pihak akibat pembatalan janji kawin.
2. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Hal ini berbeda dengan rumusan pertama yang tidak dapat menuntut kerugian. Jika janji kawin telah diikuti dengan pengumuman, maka janji kawin tersebut dapat dituntut ganti rugi jika janji kawin tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.
3. Ketiga, maka kadaluwarsa untuk menuntut ganti rugi tersbut adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengumuan rencana perkawinan dibatalkan.
Dalam pasal tersebut terdapat tiga rumusan yang salah satunya bertolak belakang dengan rumusan pertama, yaitu pada rumusan kedua bahwa janji kawin yang batal dilakukan dapat dituntut atas kerugian apabila janji kawin tersebut telah diikuti suatu pengumuman atau pernyataan bahwa perkawinan sudah ditentukan tanggal pelaksanaan perkawinannya, tetapi bagaimana jika seandainya kasusnya janji kawin tersebut belum sampai ke tahap pengumuman atau pernyataan tanggal perkawinan, tetapi salah satu pihak telah banyak mengalami kerugian baik itu materiil maupun immateriil.
B.
Akibat dari Janji Kawin yang Tidak Dipenuhi Menjadi Dasar Perbuatan Melawan Hukum
Perkawinan yang merupakan kesepakatan antara kedua calon mempelai, sebagai suatu syarat mereka bersedia sepakat atau berjanji akan hidup bersama sebagai suami istri. Adanya janji kawin tersebut dapat diartikan bahwa antara kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan perkawinan. Apabila janji kawin tersebut tidak dipenuhi secara otomatis akan merugikan salah satu pihak, yang pada umumnya dari pihak perempuan. Melihat dari peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi wanita, seperti pada KUH Perdata Pasal 58, seerta dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 11, 12 dan 13, serta pada penjelasan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 1, bahwa dalam pasal-pasal tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup bagai para wanita pada umumnya untuk mencegah agar pihak wanita tidak mempercayai janji kawin.
Janji kawin yang diucapkan sebagai suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal itu dapat dikatakan bahwa janji kawin yang diucapkan dengan kesadaran dan telah memenuhi syarat dari bentuk perjanjian pada umumnya, yaitu :
a. Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
b. Antara kedua orang tersebut sudah dewasa atau dinyatakan cakap dalam membuat perjanjian;
c. Perjanjian yang dibuat atas kesatuan hal tertentu, yang tidak lain adalah salah satu pihak berjanji dan bersedia menikahi;
d. Perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang halal, hal ini diperbolehkan, bahwa kedua belah pihak boleh membuat perjanjian semacam itu.
Janji yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat dari perjanjian pada umumnya, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, walaupun begitu dalam KUH Perdata pada Pasal 58 janji kawin tidak dapat dituntut di  pengadilan, karena janji kawin hanyalah janji yang diucapkan secara lisan saja. Berkaitan dengan hal tersebut, akibat dari perbuatan janji kawin ini adalah jika timbul suatu permasalahan yang merugikan salah salah satu pihak, yaitu apabila salah satu pihak ingkar janji dan pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut terhadap janji kawin yang telah merugikan dirinya. Melanjutkan dari pasal tersebut, janji kawin yang telah dilakukan suatu pengumuman berkaitan dengan janji kawin yang akan dilangsungkan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk melakukan perkawinan dengan membuat suatu pengumuman atau undangan daripada janji kawin tersebut, yang mana perkawinan tersebut ternyata batal.
Maka janji kawin yang telah dibuat oleh kedua calon pasangan tersebut, salah satu pihak dapat menuntut berkaitan dengan kerugian akibat batalnya rencana janji kawin tersebut. Melihat janji kawin yang tidak terpenuhi dan merugikan salah satu pihak, maka untuk memberi efek jera bagi pelaku atau siapa saja yang melakukan janji kawin dan tidak memenuhi  janji  tersebut, dan karena begitu sulitnya janji kawin pada umumnya untuk dituntut dimuka pengadilan, dan karena banyaknya perbuatan ingkar janji kawin ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 3191 K/Pdt/2004, sebagai kaidah hukum yang mempunyai kekuatan hukum atas perkara dalam permasalahan hukum berkaitan dengan janji kawin yang berbunyi : 
“Bahwa dengan tidak terpenuhi janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbutan tergugat asal tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.”
Dengan adanya Yurisprudensi dari Mahkamah Agung tersebut, maka dapat dikatakan bahwa janji kawin yang tidak dipenuhi atau diingkari dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak pada umumnya, yaitu pihak wanita, yang sering dirugikan akibat dari janji kawin yang tidak dilaksanakan. 
Hukum sebagai salah satu fungsi untuk melindungi atau sebagai pelindung kepentingan manusia, maka sudah selayaknya upaya hukum dilaksanakan secara layak dan adil. Perbuatan ingkar janji atau mengingkari janji apabila dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang dapat dipertimbangkan dari segi hukum, dimana ingkar janji tersebut merugikan salah satu pihak, maka kerugian tersebut dapat dituntut kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut, yang mana hal ini didasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut .“
Dalam hal ini yang menjadi problem bagi hakim adalah dikarenakan janji kawin menurut Pasal 58 KUH Perdata belum diumumkan secara nyata waktu dan tempat perkawinannya akan berlangsung, hal ini dapat ditolak perkaranya apabila diajukan di Pengadilan. Akan tetapi, bila ditinjau dari perspektif hukum, bahwa ingkar janji kawin yang dapat dikategorikan sebagai kriteria ingkar janji dengan tidak menepati janjinya untuk mengawini, atas kerugian yang ditimbulkannya wajib mengganti kerugian yang timbul dari akibat ingkar janji tersebut.
Penerapan ingkar janji sebagai perbuatan melawan hukum adalah karena perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat. Perspektif hukum dapat melihat penafsiran aturan hukum tersebut dengan melihat prinsip hukum seperti :
1. Prinsip Obyektifitas
Dimana penafsiran terhadap ingkar janji kawin tersebut berdasarkan pada arti secara literatur aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat jelas, dengan demikian setelah adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung, janji kawin yang tidak ditepati ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Prinsip Kesatuan
Berdasarkan norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat dapat dilihat bahwa hubungan suami istri yang selayaknya hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah, dan apabila hal tersebut dilakukan oleh orang yang hubungannya bukan suami istri adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan hal tersebut patut diberikan/dikenakan sanksi, bagi setiap siapa saja yang melakukan hal tersebut.
3. Prinsip Penanfsiran 
Selang waktu dari kejadian janji kawin yang tidak ditepati sebagai suatu perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam konteksnya dengan paenafsiran isi Pasal 58 KUH Perdata, yang perlu ditafsirkan secara kesatuan harus dipertimbangkan termasuk dalam aspek objektifitas, tata bahasa, budaya masyarakat dan kondisi sosial dari pembentukan aturan hukum dari pasal tersebut, perlu dikaitkan dengan perspektif pasal yang lain untuk mendapatkan kepastian hukum.
4. Prinsip Perbandingan
Prinsip dalam perspektif hukum ini, Yurisprudensi disamping dari aturan hukum dan perundang-undangan yang  lainnya dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam suatu konteks hukum apabila terjadi atau menyangkut peristiwa yang sama atau menyerupai peristiwa tersebut di suatu waktu.
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penenlitian dalam beberapa bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Ingkar terhadap janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, terutama bagi pihak wanita. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, segala perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan hal tersebut mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian yang ditimbulkannya.
2. Ingkar janji kawin yang yang dilakukan merupakan salah satu perbuatan melawan hukum, namun apabila janji tersebut diingkari sebelum adanya pengumuman perkawinan, menurut Pasal 58 KUH Perdata, janji kawin tersebut  tidak memiliki akibat hukum apapun. Namun, apabila janji kawin telah diikuti dengan pengumuman akan pelaksanaan perkawinan, maka ingkar janji kawin dapat dituntut dimuka hakim, karena ingkar janji kawin sebagai suatu pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat.
B.
Saran –saran
Setelah melakukan penelitian dan telaah dari bab sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Diperlukannya pengaturan mengenai ingkar janji kawin di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional dan menjadi acuan bagi berbagai golongan dalam masyarakat karena pengaturan ingkar janji kawin di dalam Pasal 58 KUH Perdata tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, sehingga memberikan kesempatan bagi laki-laki menyalahgunakannya  untuk tujuan yang tidak baik.
2. Seyogyanya masyarakat, khususnya pihak wanita, untuk tidak mudah percaya terhadap janji kawin yang hanya diucapkan secara lisan, sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan yang terlarang oleh hukum, agama dan norma yang ada di masyarakat, dikarenakan janji kawin hanyalah janji semata yang sulit dibuktikan apabila hannya diucapkan secara lisan saja, bukan seperti perjanjian kawin yang pada umumnya dapat disahkan dan dicatat di muka notaris.
DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahmad Kuzari, 2000,Nikah sebagai Perikatan,PT. Raja Grafika Persada, Jakarta.

[2] Bakri Raman, 2001, Hukum Perkawinan Menurut Islam, PT. Hida Karya Agung, Jakarta.

[3] Bambang Songgono, 2003, Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

[4] Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Mandar Maju, Jakarta.

[5] J.Satrio, 2000, Hukum Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung.

[6] Lili Rasyidi, 2003, Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia, PT. Remaja Rosda, Jakarta.

�	Bakri Rahman, 2004, Hukum Perkawinan Menurut Islam, KUH Perdata dan UUNo. 1 Tahun 1974, PenerbitPT.Hidakarya Agung, Jakarta, Hlm. 11


�	Ibid  hlm 7


�	Sodaryo Solimin, 2003, Hukum Orang Tua dan Keluraga, PenerbitPT. Grafika Pusaka, Jakarta, Hlm. 7





�	Wahyono Darmobrata, 2003, Hukum Perkawinan dan Keluarga, PenerbitPT. Gramedia, Jakarta, Hlm. 9


�	Himan Hadikusuma, 2001,Hukum Perkawinan Indonesia,Penerbit PT. Grafika Pusaka, Jakarta, Hlm. 9 





�	Makalahperbuatan melawan hukum diakses bulan november 2013 di http://www.wonkdermayu.wordpress.com





�	Mulyatno, 2003, Asas  Hukum  Pidana, Penerbit PT. Grafika, Jakarta, Hlm. 14





�	Solahudin, SH, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata, Penerbit Visimedia, Jakarta, Hlm. 231





